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dapat disebut scbagai mendekati perbudakan™
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ABSTRAK

Realita buruh anak bukan merupakan hal baru dan ada di mana-mana,
tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak necara. Dalam kancah diskursus
persoalan buruh anak terus dalam polemik, paling tidak dari sudut pandang ilmiah
ada 3 (tiga) cara pandang terhadap realita buruh anak, yatu pertama protection
(melindungi), kedua abolition (penghapusan). dan ketiga  elimination
(pencegahan). Sudut pandang ini terkait dengan faktor-faktor yany dinilai menjadi
penyebab munculnya buruh anak (halaman 40 - 42),

Dart sudut huku, permasalahan burub anak juga sudah banyak
disinggung, bahkan pada zaman Belanda sudah terdapal peraturan tentang
perlindungan terhadap buruh anak, namun peraturan tersebut dari wakmu ke waktu
tidak memunjukkan ketegasan bahkan keseriusan  untuk menyelesatkan
permasalahan buruh anak. Sebut saja, Undang-undang tentang Kerja yang
dikeluarkan tahun 1948 kemudian disempurnakan beberapa kali dan terakhir
ditetapkannya Undang-undang tentang Ketenagakerjaan tahun 2003 vang
didalamnya mengatur tentang buruh mak. Dari kapan perundang-undangan
banyak dijelaskan bahwa undang-undang secara tekstual sering tidak terlepas dan
kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi. Tidak adanya kepastian hukum
tentang buruh anak sejak zaman Belanda sampai sekarang, schagian dikarenakan
adanya tarik menarik kepentingan tersebut (halaman 35 — 40),

Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-undang Perlindungan Anak
menjadi harapan terhadap perlindungan burih anak, meskipun ada kelemahan
dalam KHA dan Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, namun secara
materi cukup dapat dijadikan pedoman dalam pembelaan hak-hak anak dan selain
itu juga tetap harus dipersiapkan instrumen-instrumen pendukungnyva (halaman 43

52),
Permasalahan buruh anak sangat terkait dengan permasalahan sosial dan

kultur masyarakat, sehmgga permasalahan buruh anak tidak dapat diselesakan

X1
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hanya melalui jalur hukum, tetapi juga harus diiringi dengan pemberdayaan di sisi
sosial, kultur, dan ekonomi masyarakal. Upaya-upaya tersebut harus terus
dilakukan, sehingga kepentingan hak-hak anak, di masa yang akan datang menjadi
lebih baik dan lebih dilindungi (halaman 53 — 54),

Penulis,

Denny Agung Primanis Sulistyo
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1P Forpisinn

BABI

PENDAHULUAN

L.1. Latar belakang

Pembahasan masalah anak bukan merupakan hal baru, bahwa ada realita
anak yang menghadapi berbagai permasalahan di Indonesia. Anak-anak yang
dianggap secara umum sebagai manusia lucu, masih butuh banyak perlindungan,
bermain, mendapat kasih sayang dan menjadi tumpuan masa depan bangsa,
ternyata tidak seindah anggapan tersebut. Banyak contoh kasus Ying Sering
ditemukan tentang anak-anak yang mempunyai masalah, baik di media massa
maupun keludupan masyarakat secara langsung, tentang anak-anak yang
kemudian mendapat peng-kategori-an sebagai pekerja anak (child labour), anak
jalanan (street chuldren), eksploitasi seks komersial anak (child prostitution),
perdagangan anak (child trafficking), dan berbagai perlakuan terhadap anak
seperti penculikan, perlakuan kekerasan (viofation), dan penyiksaan (turtore)
terhadap anak.

Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS)
diperkirakan terdapat anak-anak usia 10 sampai 14 tahun, yang aktif secara
ekonomi sejumlah 1,9 juta di Indonesia (1997), sedangkan Bank Dunia
memperkirakan jumlah pekerja anak jauh lebih tinggi daripada perkiraan BPS,
yaitu sekitar 2.3 sampai 2,9 juta anak vang bekerja di sektor industri dan
informal atau di luar sektor pertanian (lrwanto, dkk, 1999: 2).

Diperkirakan saat ini terdapat 200 ribu jiwa lebih anak jalanan di
Indonesia (Bagong Suyanto, 2001: 119-120). Sedangkan anak-anak yang
terperosok dalam kegiatan cksploitasi seks komersial (ESKA) di Indonesia sekitar
70-100 ribu (Sinung I Kristanto, Suara Indonesia, 4 Juli 2000). Realita anak-anak
tersebut membenkan gambaran betapa masalah anak sangat besar dan kompleks

Gambaran  di  atas, menunjukkan bahwa perlindungan anak dan
pelaksanaan hak-hak anak perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang
melibatkan seluruh potensi negara-negara di dunia,

Pada tanggal 20 Nopember 1989, telah disahkan Konvensi Hak Anak ({/nifed
Nation's Convention on the Rights of the Child) melalu Perserikatan Bangsa-
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Tsd

bangsa (PBB). Konvens: Hak Anak ini telah diratifikasi oleh 187 negara

pescrta dan 193 negara anggota PBB saat itu (Muhammad Joni, 1999: 49)
Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi KHA tersebul. viitu
pada bulan Agustus 1990 melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, Dengan
meratifikasi KHA i, maka Indonesia terikat secara hukum untuk
mengimplementasikan Konvensi.

Jember yang merupakan kawasan perkebunan tembakau. di mana banvak
mengerahkan sejumlah besar tenaga kerja manusia, ternyata banyak ditemukan
Juga tenaga kerja yang masih berusia anak. Mereka (anak-anak) terlibat kerja pada
proses usaha tembakau, baik di warengan, di gudang atak, maupun di gudang
seng. Dari 32 Kecamatan yang ada di Jember hampir semuanya terdapat
pengolahan usaha tembakau, di sinilah anak-anak tersebut terlibat dalam kerja,
Khususnya bagi kawasan pedesaan vang terdapat usaha tembakau, hampir dapat
dipastikan anak-anak rentan terlibat kerja di sekior tembakau. Dari data vang
ditemukan, awal usia kerja anak sekitar 7 tahun.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut turut terlibat
dalam kegiatan ekonomi. Diantaranya faktor kemiskinan, faktor ini adalah Faktor
yang paling dominan sehingga anak menjadi rentan untuk terlibat dalam kegiatan
ckonomi. Latar belakang kehidupan ekonomi keluarga yang pas-pasan. terjadi
semacam langgung jawab bersama dalam keluarga tersebut. Di sinilah kemudian
anak-anak terlibat dalam kerja sccara ekonomis. Faktor selanjutnya  adalah
langkanya pendidikan dasar yvang murah dan tepat. Faktor pendidikan yang ada
sekarang imi sangatlah mahal dan terasa tidak tepat bagi kebanyakan anak-anak di
kawasan pedesaan. Biaya pendidikan yang mahal menyebabkan orang tua menjadi
engean untuk menyekolahkan anaknya, sehingga terbersit ungkapan dan para
orang tua anak “huat apa sekolah dengan hiaya mahal, lebih baik uang it untuk
makan saja”, permasalahan ini juga ditunjang dengan sistem pendidikan yang
kurang tepal bagi kalangan anak-anak miskin yang mempunyai permasalahan
khusus. Faktor lain yang juga ikut mendorong anak ikut dalam kegiatan ekonomi
adalah sistem perundang-undangan yang lemah, schingga kurang memberikan
perlindungan terhadap hak-hak anak. Undang-undang yang menyangkut urusan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

anak tidak menampakkan sinergitas. Undang-undang satu dengan vang lam tidak
saling mendukung, dengan demikian menunjukkan ketidakjelasan terhadap
perhindungan  hak-hak anak Di sisi lan dalam pengawasan  terhadap
pengimplementasian undang-undang sangat lemah. Pengawasan dalam hal i
menyangkut komitmen pelaksanaan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan
pelanggaran melibatkan anak-anak dalam kerja.

Faktor berikutnya adalah  permintaan  (demand) perusahaan,
pertimbangan ckonomis biaya produksi perusahaan atau pengelola  usaha
tembakau menyebabkan terbukanya peluang dalam pe-rekrut-an tenaga kerja
“murah”. Anak-anak merupakan dalam kategori ini. Proses produksi dalam usaha
tembakau membuka peluang besar terhadap keterlibatan anak-anak untuk ikut
kerja (SAMIN, 1998: 6).

Keberadaan buruh anak di perusahaan tidak ada kesepakatan (saling
menerima) antara buruh anak dengan perusahaan, secara tertulis, Burnh anak vang
bekerja mengikuti peraturan yang diberlakukan pada buruh dewasa Peraturan
tersebut hanya formalitas yang berwujud Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
antara pihak buruh (lebih mengarah pada karvawan), vang diwakili oleh Senkat
Pekerja, dengan pihak perusahaan, mamun anehnya burub tidak pernah
menandatangani, apalags mengetahui isi dari KKB tersebut. Faktor ini pula yang
mendorong keterlibatan buruh anak, sebab seorang anak bisa masuk dalam kerja
secara leluasa tanpa adanya persyaratan yang lebih melindungi keberadaan
mercka (buruh anak).

Selain faktor-faktor di atas, tradisi masvarakat banyvak diakui sehagai
faktor yang mendorong adanya anak yang ikut bekerja.

Adanya anggapan, bahwa anak harus membantu kepentingan orang tua
Termasuk di dalamnya membantu permasalahan ekonomi, Dilibatkannya
anak-anak dalam kerja dianggap sebagai proses pembelajaran anak untuk
memahami kepentingan keluarganya atau proses sosial-edukarlf’” (Bagong
Suyanto, dkk, 1999: 33).

Gambaran di atas telah menunjukkan bahwa ada fenomena sekian Jumlah
anak yang menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mendukung pada
perlindungan hak-haknya. Indonesia vang telah terikat oleh suatu aturan yaitu
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Konvensi Hak Anak. temyata masih saja terdapal anak-anak vang dalam kategori
membutuhkan perlindungan khusus, vaitu anak-anak vang bekerja di sektor usaha
tembakau.

1.2. Ruang Lingkup
Skripsi yang berjudul “Perlindungan Buruh Anak dalam Perspektif
Hukum Perburuban (Studi Hukum tentang Pekerja Gudang di Sektor Agroindustri
Tembakau di Jember)” ini, akan membahas beberapa hal. Hal-hal yang akan
dijelaskan berada dalam ruang lingkup
4. Mencan pengertian anak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
Ada beberapa undang-undang vang mengatur tentang batasan umur anak. Dari
bermacamnya undang-undang ini, berimplikasi pada sulitnya mencari dasar
(standart) umur anak. Dalam hal ini, penulis menggunakan standart Konvensi
Hak Anak, bahwa “Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setap
arang vang berusta di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang
vang berlaku bagr anak ditentukan hahwa usia dewasa dicapai tebth awal”
(K-H.A., Bagian 1, Pasal 1),
b. Bagaimana undang-undang dan hukum posiif mengatur anak-anak vang
terlibat dalam kerja.
Beberapa undang-undang dan hukum positif yang telah dibuat ternyata kurang
efektif dilmplementasikan pada konteks perlindungan terhadap anak-anak yang
terlibat  dalam kerja. Dinilai bahwa sejumlah undang-undang itu tidak
mempunyai konsistensi dalam perlindungan hak-hak anak. Belum lagi harus
berhadapan dengan undang-undang dalam konteks lain, misalnya undang-
undang tentang pendidikan. Di sinilah polemik terhadap pendefinisian tentang
anak yang terlibat kerja. Satu pandangan menyatakan anak bukan bekerja,
artinya anak hanya membantu orang dewasa. Sedangkan pandangan vang lain
mengatakan dia sebagai pekerja. artinya anak juga disebut sebagai buruh (kuls /
bahasa lokal).
Tentang i penulis menggunakan dasar Konvensi Hak Anak, bahwa “Negara-

negara peserta mengakwr hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi
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ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya
atauw mengganggu pendidikan akan, atau merugikan kesehatan anak atau
perkembangan fisik, memial, spiritual, moral atau sosial anak” (K.HA.

Bagian 1, Pasal 32_ avat 1)

1.3. Permasalahan

Memperhatikan latar belakang yang terurai di atas, menimbulkan pikiran
kritis untuk lebih jauh membuat analisis tentang fenomena anak-anak yang
bekerja di agroindustri tembakau. Untuk membantu analisis ini diangkat satu
permasalahan yang terfokus, vaitu :
"Bagaimana perspektif hukum perburuhan melihat fenomena buruh anak pada

sektor agroindustri tembakay 7

1.4. Tujuan Penelitian
Kajian terhadap permasalahan di atas, diharapkan bisa memenuhi fujuan
penulisan skripsi mi. Adapun fujuannva terbagi dalam tujuan umum dan tujuan
Khusus,
a Tujuan Umum
Membuat penelitian tentang hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak
anak sesum dengan studi dan ketertarikan penulis terhadap perlindungan
hukum bagi anak-anak
b. Tujuan Khusus
I. Membuat analisis kritis terhadap fenomena sosial agar lebih meningkatkan
perlindungan hak-hak anak.
2. Membuat analisis kritis terhadap sistem perundang-undangan schingga bisa
dijadikan dasar hukum untuk perlindungan buruh anak
3. Terkait dengan aktifitas penulis sekarang pada lembaga yang mempunvai
program perlindungan hak anak, hasil penulisan ini dapat dijadikan
referensi dalam advokasi perlindungan hak anak.
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L.5. Metode Penclitian

Metode penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan karya
ihmah untuk megorpanisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan agar dapat
memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diangkat dan digunakan
sebagai cara untuk mendapatkan hasil penelitian vang optimal. Menurut salah satu
pakar Indonesia, metodologt pada hakckatnya memberikan pedoman, tentang
cara-cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa. dan memahahami

lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 1986: 6).

L5.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalam penulisan penelitian ini  adalah
metode yuridis sosiologis. Penclitian ini bersifat cksploratif melalui deskniptif
analitis. Dalam arti mendiskripsikan hasil cksplorasi berlakunya hukum dimaksud
dalam upaya meningkatkan upaya dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak
buruh anak.

1.5.2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut -

a Sumber Data Primer
Adalah sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan yang berupa hasil
wawancara atau yang lainnya dengan para pihak vang berkaitan langsung
dengan penulisan skripsi ini

b. Sumber Data Sekunder
Adalah sumber data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, majalah, dan
Iiteratur yang lain, serta pendapat para sarjana yang berhubungan dengan
permasalahan yang ada (Soerjono Soekanto, 1986: 12),

1.5.3. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data
dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

a Wawancara
Wawancara dilakukan pada sejumlah responden yang dinilai representatif
untuk mewakili kualitas data. Jumlah responden tidak ditentukan dari awal tapi
menggunakan metode bola salju (snow ball method), vaitu perolchan
responden berdasarkan informasi dan responden sebelumnva {Akatiga, 1994
4), Dalam penelitian ini, responden anak vang dilibatkan adalah 50 anak yang
sebagan besar adalah buruh anak perempuan, dan mavoritas berasal dari suku
Madura. Mereka berusia antara 10 sampai 17 tahun.

b. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur vang ada
kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Literatur ini akan diperoleh pada
perpustakaan Fakultas Hukum dan perpustakaan pusat Universitas Jember.
Juga akan diperoleh dari berbagai lembaga yang dimungkinkan mempunyai
referensi yang dapat mendukung penulisan skripsi ini,

1.5.4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
diskriptyf kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh suatu permasalahan
berdasarkan atas suatu perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas. Setelah data dianalisis dan dibahas. kemudian
ditarik kesimpulan dengan metode dedukif, artinya adalah suatu metode analisis
yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu
Kejadian yang khusus, dapat pula diartikan sebagai pembahasan vang dimulai dari

permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus,

1.6. Lokasi Penelitian

Mempertimbangkan bahwa Jember merupakan kawasan andalan
penghasil tembakau secara nasional, sedangkan di sisi lain usaha agroindustri
tembakau banyak melibatkan tenaga kerja yang di dalamnya terdapat anak-anak,
maka penulis memilih lokasi penelitian ini di kabupaten Jember. Adapun lokasi
penelitian akan dilakukan pada wilavah basis penanaman tembakau, vaiu di

kecamatan Ajung, Sukorambi, dan Jenggawah.
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BAB 1i

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1. Uraian fakta

Penelitian it mengambil lokasi di Jember, Secara geogralis Jember
merupakan sebuah kabupaten yang terletak di bagian Timur Jawa Timur, Secara
administratil’ Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso scbagian kecil
Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Banyuwang di sebelah
Timur, Samudra Indonesia di scbelah Sclatan, dan Kabupaten Lumajang di
sebelah Barat. Kabupaten Jember mengandalkan ekspor hasil perkebunan sebagai
sumber pendapatannya. Bagi Kabupaten Jember sektor pertanian  perkebunan
memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB (Production Domestic Hegional
Bruio) yakni 50,19 %. Pada tahun 1998 (otal nilai ekspor Jember di dormnasi oleh
ckspor komoditas perkebunan. yaitu 99.19 % dari nilai ekpor total (BPS Jember,
1998),

Jember sejak masa kolonial telah menjadi salah satu daerah pemasok
tembakau ekspor untuk pasaran Eropa. Hingga kini Jember tetap menjadi dacrah
konsentrasi agromdustri tembakau yang cukup berperan sebagai penghasi| devisa
Dari volume dan nilai ekspor komoditi tembakau tampak tembakau banyak
membent kontribusi dalam percaturan ekspor, Tingginya permintaan pasar Eropa
terthadap tembakau Jember mendorong untuk terus melakukan pengembangan.
Selamn itu usaha tembakau vang banyak mengerahkan tenaga kerja menjadi alasan
Belanda mendatangkan sejumlah besar tenaga kerja murah dan luar Jember. Para
pendatang adalah penduduk dari pulau Madura yang selanjutnya para pendatang
ini berintemnalisasi dengan masyarakat Selempat yang mayoritas Jawa. Selanjutnya
kultur Madura ini mewarnai komunitas perkebunan, dan dianggap mempengaruhi
persepsi terhadap anak sebagai ‘aset’ keluarga. Pendapat yang lain terlepas dari
konteks kultur, sebagai perantau mempunyai  semangat survive tinggi yang
selanjutnya diterapkan pada pengerahan tenaga kerja oleh seluruh anggota

keluarga
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Menurut data sejarah menunjukkan keterlibatan anak dalam kerja secara
umum dan penggunaan tenaga kerja anak di industri tembakau di Jember
secara khusus, sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. Mercka pada
dasarnya berasal dan suku Madura, karena pada awal usaha perkebunan
dimulai di Karesidenan Besuki penduduknya sangat jarang, sehingga
didatangkan tenaga kerja dari Pulan Madura. Mereka kemudian tinggal di
Jember dan secara turun-temurun membentuk komunitas perkebunan (Padmo
dan Djamniko, 1991).

Sistem produksi perkebunan di Indonecsia, terutama untuk aspek
pengelolaan dan pengendalian tenaga kerja dikembangkan dengan mengacu pada
cint struktur agraris masyarakat Indonesia/Jawa yang tradisional dan feodal, Pada
awal berkembangnya perkebunan pasca tanam paksa, perkebunan tembakau
berkembang secara pesat dan diikuti oleh pengerahan tenaga kerja. Penjaminan
kebutuhan tenaga kerja diatur melalui peraturan pemerintah vang meletakkan
tenaga kerja perkebunan dalam posisi yang sangat lemah, bahkan hingga saat ini
posisi mereka (buruh) perkebunan dalam peraturan ketenagakerjaannya sangat
lemah. Hal mi dikarenakan struktur hubungan produksi didasarkan pada tatanan
masyarakat feodal yang menempatkan perusahaan sebagai raja dan buruh sebagai

kawula

Pada dasarnya, struktur organisasi perkebunan tembakau dibagi menjadi tiga
golongan besar tenaga kerja, yaitu tenaga terdidik, tenaga setengah terdidik,
dan tenaga tak terdidik. Struktur ini terdin atas pengelola perusahaan,
pengelola perkebunan, karyawan staf, karvawan bulanan, dan buruh. Struktur
i tidak memungkinkan buruh mempunyai peluang mobilitas ke atas untuk
meningkatkan status sosialnya dalam masyarakat perkebunan (Sairin. 1991
28),

Admimstratur dan kepala kantor serta pemegang buku biasanya disebut
sebagai tenaga terdidik. Pengawas kebun dan mandor adalah lenaga setengah
terdidik, selain itu mandor juga berperan sebagai patron vang dijadikan gantungan
hidup buruh karena mempunyai pengaruh besar terhadap kelangsungan buruh,
sedangkan buruh disebut dengan tenaga tak terdidik

Pekerjaan  buruh  adalah menyiapkan lahan. memelihara tanaman,
memebersihkan los pengering tembakau, dan bermacam-macam pekerjaan di
gudang seperti : menggunting, ber-ber, men-sortir daun tembakau, dan lain-
lain (Padmo dan Djatmiko, 1991: 52),
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Perkebunan tembakau di Jember juga dikelola serupa dengan sistem di
atas, yaitu sistem perkebunan rakyat, perkebunan swasta. dan perkebunan negara,
Jems tembakau yang ditanam dan dihasilkan di Jember adalah jenis tembakau
kestuni, tembakau Neaa Oogst (NO/ditanam sebelum musim hugan) dan tembakau
Voor Qogst (VO/ditanam setelah hujan), Tembakau di Jember diusahakan oleh
petani, perusahaan besar swasta, dan negara di bawah naungan PTP X. Kualitas
tembakau perusahaan lebih baik dibandingkan dengan tembakau petani karena
pthak perusahaan menggunakan teknologi Tembakau Bawah Naungan (TBN),
sedangkan petani menggunakan cara-cara tradisional

Scbagal tanaman musiman, pekerjaan tembakau Juga merupakan
pekerjaan musiman, oleh karena itu sebagian besar anak bekerja hanya pada
musim tembakau. Di luar musim tembakau anak-anak bersekolah dan sebagian
bekerja di usaha-usaha rumahan seperti membuat dan membungkus makanan
kecil, atau membantu orang tuanya di sawah.

Melihat begitu besarnya peranan perkebunan dalam penambahan devisa
bagi Kabupaten Jember, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa lokasi
perkebunan di Jember begitu luas. dan ini berarii menyebabkan adanva para
pekerja  di  perkebunan-perkebunan tersebut. Juga tidak dapat dipungkiri
keterlibatan anak dalam pekerjaan sangat besar peranannya.

Tembakau adalah sumber pendapatan yang sangal besar bagt kabupaten
Jember, namun masyarakat di sekitar areal perkebunan tembakau masih terlihat
tidak sejahtera. Keuntungan devisa yang diperoleh dari sektor tembakau tidak
berkorelasi positif terhadap kehidupan buruh-buruhnya, karena keuntungannya
banyak dinikmat pengusaha Berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh
penulis di salah satu daerah yang diteliti. banyak warga yang merasa bahwa
mereka selalu merasa kekurangan dalam hal pemenuhan kehidupanmya. Ini bisa
dijadikan indikator bahwa meski daerah tersebut merupakan dacrah perkebunan
belum tentu masyarakat daerah tersebut mendapatkan  keuntungan atau
pendapatan yang layak.

Banyaknya penduduk di sekitar perkebunan menciptakan persaingan
tersendin dalam memasuki peluang kerja, untuk menutupi target pekerjaan
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borongan, buruh harus merekiut angpota keluarpa. dalam hal 1 anak menjadi
‘bagian yang terlibat, Dalam sistem recruitment (pengerahan) tenaga kerja untuk
dipekerjakan di perkebunan. pihak perusahaan asanyas mengpunakan sistem
putting oul. Maksud dari sistem ini adalah perusahaan memberikan pekerjaannya
ke masyarakat sekitar perusahaan, Selain sistem putting out yang dilakukan oleh
perusahaan, juga ada sistem pe-rekrut-an tenaga kerja vang dilakukan oleh buruh-
buruh yang lebih senior, dalam hal ini adalah peran mbok. Mbok di sini
mempurya peran yang sangat penting dalam mencari dan merekrut para tenaga
kerja. Mbok juga mempunyai fungsi hampir sama dengan mandor, vaity
mempunyal pengaruh besar dalam kelangsungan buruh di perusahaan, Dalam
perekrutan ini tidak ada persyaratan yang jelas bagi tenaga kerja untuk masuk
dalam perusahaan, yang penting calon tenaga kerja tersebut mempunyai keinginan
dan kesabaran. Biasanya. calon tenaga kerja di perusahaan tembakau tersebut
dalam kondisi ekonominya yang pas-pasan bahkan sangat kurang,

Pekerjaan orang tua di wilayah perkebunan relatif memmjukkan bahwa
mayoritas pekerjaannya adalah buruh perkebunan (27%). petani (22%), dagang
(20%), serta sisanya kerja serabutan Latar belakang pekerjaan orang ma
menegaskan bahwa lingkungan kegiatan kerja sebagai buruh tembakau sangat
kental melingkupi para pekerja anak dan dapat dianggap scbagai salah satu
pendorong anak-anak untuk bekerja. Para orang tua biasanya melibatkan anak-
anak sejak dini dalam pekerjaannya. Pola umum pengenalan kerja tembakau
kepada anak adalah para ibu membawa serta anak balitanya, bahkan bayinya ke
tempat kerja agar sekaligus bisa mengasuh dan bekerja.

Di dalam penelitian yang pemah dilakukan oleh Yavasan SAMIN
Yogyakarta, mereka memberikan analisis mengenai  beberapa faktor vang
menyebabkan anak bekerja, antara lain kemiskinan, sistem pendidikan vang
kurang memadai, permintaan (demand) perusahaan, dan lemahnya legislasi dan
pengawasan.

Faktor kemiskinan adalah yang paling banyak dipercaya oleh banyak
pihak sebagai faktor utama yang mendorong anak untuk bekerja. Berdasarkan
catatan pemermtah Indonesia dan UNICEF, pada tahun 1993 ada 14 %, penduduk
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yang masih berada dalam garis kemiskinan dan diperkirakan ada sekitar 27-35
Juta penduduk miskin. Dengan banyaknya penduduk miskin, maka akan menjadi
alasan yang dominan anak untuk melakukan kegiatan ekonomi. Berdasarkan hasil
studi, Haryadi menunjukkan bahwa hampir 44 % dari anak yang bekerja
memberikan kontribusi pada pendapatan keluarga antara 20-70 %. Bahkan 16,6 %
dhantaranya mampu menopang 75 % lebih (Harvadi, Dedi, “Pekerja Anak: Profil
dan Dilema” dalam Republika, 23 Juli 1994, hal. 6),

Sistem pendidikan di banyak negara berkembang dinilai buruk, sehingga
menjadi salah satu faktor penyebab masuknya anak dalam dunia kerja. Dalam
kerangka Konvensi Hak Anak, pendidikan jelas merupakan cara utama untuk
meningkatkan kesejaheraan pekerja anak. Masalahnya terletak pada kualitas,
sistem, dan metode pendidikan yang seringkali tidak menarik bagn anak-anak,
bahkan menyebabkan mereka terdorong masuk dunia kerja. Selain itu, banyak
orang tua berpandangan bahwa bekerja sebagai hal yang positif bagi
perkembangan anak, karena membantu orang tua, sehingga pendidikan bagi anak
tidak menjadi prioritas.

Faktor permintaan (demand) perusahaan vang disebabkan oleh proses
produksi dengan model sub-contacting atau putting ouwt membuka peluang
pekerjaan industri dilakukan di rumah dan mendorong keterlibatan anak untuk
bekerja, Di pihak lain juga berkembang pekerjaan-pckerjaan vang semula
permanen dan formal berubah menjadi informal dan temporer. Faktor ini melihat
sisi permintaan (demand) adalah penyebab meningkatuya jumlah pekerja anak.

Relemahan legislasi  ditunjukkan dengan banyaknya perundang-
undangan di Indonesia yang melarang adanya buruh anak, namun undang-undang
tersebut tidak bekerja secara efektif. Dalam Undang-undang No. | tahun 1951
(sudah dicabut) misalnya, secara tegas melarang anak-anak untuk bekerja, akan
tetapt sepanjang undang-undang ini diberlakukan tidak pernah berlaku efektif
karena belum ada Peraturan Pemerintahnya. Lemahnya pengawasan terhadap
pelaksanaan hukum tersebut dapat dilihat dari terbatasnya pengawas pekerja anak
yang berada di bawah Dinas Tenaga Kerja, selain itu para pengawas merasa

kesulitan karena anak-anak yang diduga berusia kurang dani batas ketentuan usia
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kerja, senngkali mereka dibekali surat ketcrangan dari kepala desa vang
menyatakan mercka telah berusia cukup, bahkan mercka (pekerja  anak)
melakukan penipuan terhadap usia mercka agar mercka dapat diterima dalam
perusahaan tersebul.

Permasalahan yang melekat pada pekerja anak bukan pada kegatan kerja
itu sendiri, melamkan pada akibat-akibat vang buruk dari kegiatan kerja dalam
usia anak-anak 1tu terhadap perkembangan kognitif, emosi, sosial dan fisik
mereka. dan hal vang paling menonjol adalah adanya eksploitasi terhadap pekena
anak. Hasil berbagai penclitian, pemberitaan media massa dan pengalaman
pelaksanaan program aksi terhadap pekerja anak, banyak menjumpai bentuk-
bentuk eksploitasi terhadap anak ( Yayasan SAMIN dengan IPEC-ILO, 1998: 8).

Beberapa permasalahan lain yang juga dihadapi oleh pekerja anak antara
lain di tempat kerja adalah :

Uipah Rendah
Perusahaan tidak merasa khawatir akan mendapat masalah bila anak-anak diupah
sangat rendah, karena usia mereka (anak-anak) masih relatif muda dan mengingat
anak-anak tidak banyak menuntut.
Pemberan upah vang rendah pada pekerja anak ini berpengaruh terhadap
pekerja dewasa. Apabila anak-anak tersebut melakukan pekerjaan orang
dewasa, maka akan menekan tingkat upah pekerja dewasa, Bahkan tidak
mustahil dapat memperbesar tingkat pengangguran pekerja dewasa (Irwanto,
dkk: 68-69).
Jam Kerja Panjang
Mengenai waktu kerja yang pamjang ini banyak dibuktikan dalam berbagai
penelitan, Sebagian besar anak-anak bekerja melebihi batas waktu yang telah
ditetapkan oleh MENAKER dalam Permenaker No. | tahun 1987 yang memben
batasan waktu kerja anak-anak yaitu tidak lebih dari 4 jam sechari, bahkan di
dacrah perkebunan tembakau sering ditemukan anak-anak yang bekena melebihi
waktu tersebut, apalagi bila pekerjaan tersebut dikerjakan di rumah orang tua anak

tersebut.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Kondisi Kerja vang Buruk dan Membahayakan

Di daerah perkebunan tembakau sering dijumpar buruh anak bekerja dengan
kondisi kena yang buruk dan membahayakan yang mempengaruhi kesehatan,
keselamatan kerja, moral, dan pengembangan psikologi anak. Anak-anak sering
bersentuhian dengan bahan-bahan kimia semacam pupuk dan pestisida, gerakan-
gerakan fisik vang tetap, kesehatan paru-paru (sesak napas karepa aroma
tembakau yang keras), dan masih bamyak lagi vang merugikan buruh anak

tersebut.

Kesepakatan Kerja Bersama
Perjanjian kerja yang biasa discbut dengan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) di
perusahaan tembakau dalam kenyataannya banvak mengandung permasalahan,
KKB yang semestinya dipergunakan untuk perjanjian awal saat buruh bekerja,
termyata tidak diberlakukan, bahkan para buruh tidak mengetahui sama sekali
tentang istilah KKB apalagi esensinya. Buruh bekerja berdasarkan kebiasaan yang
berlaku di perusahaan yang diketahui melalui para burul; vang bekerja
sebelumnya.
Koniteks buruh anak vang dihubungkan dengan KKB lebih rumit lagi
permasalahannya. Satu sisi dalam KKB tidak membahas buruh anak. di sisi lain
buruh anak ada dan merekapun perlu mendapatkan perlindungan dari perusahaan,
namun yang menjadi permasalahan adalah dalam hukum menyebutkan bahwa
anak tidak sah melakukan suatu perjanjian, apabila mereka terpaksa melakukan
perjanjian harus melalw orang tua atan wali mereka Kenyataannya belum pernah
ditemukan di lapangan buruh anak melalui walinya melakukan perjanjian kerja
dengan pihak perusahaan. Di sinilah bentuk perfindungan yang semestinya
diberikan oleh pihak perusahaan dan orang tua.

Buruh anak selain terlibat di tempat kerjanya, juga mempunyal tanggung
Jawab untuk bekerja di keluarga (rumah). Khususnya anak perempuan, biasanya
mendapat beban kerja domestik seperti menyapu, memasak, mencuci. dan

menjaga adik.
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Buruh anak yang masih sekolah, menjalani pekerjaannya sepulang dari
sekolah. Tanaman tembakau termasuk tanaman musiman. maka banvak anak-anak
usia sekolah menmggalkan bangku sekolah untuk ikut bekerja memasuki masa
taam tembakau ataupun masa panen. Dalam realita komunitas perkcbunan
banyak didapatkan anak-anak usia sekolah vang berhenti sekolal, misalnva drop
ouf (D.0.) S.D.

Dengan terlibatnya anak untuk bekerja, aktifitas anak menjadi teralihikan.
misalnya tidak ada kesempatan bagi mereka untuk merasakan mkmatnya bermain
dan bersosialisasi dengan lingkungannya sebagai anak.

2.2, Dasar Hukum

Peraturan yang membahas tentang keberadaan buruh anak di Indonesia
sudah ada sejak dulu. Namun dalam mmplementasinya sering tidak efektif. bahkan
sebagian besar peraturan perundang-undangan tersebut sudah dicabut. Peraturan

i antara lain

a. Undang-undang No. | Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-
undang No 12 tahun 1948 tentang kerja (sudah dicabut). Undang-undang ini
telah mengatur mengenai anak bekerja, namun penerapan-penerapan peraturan
yang mencakup masalah anak pada khususnya tidak dilakukan secara
maksimal menyebabkan undang-undang tersebut tidak memberikan kontribusi
apapun dalam menyelesatkan masalah Pekerja Anak di Indonesia.

b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor - Per-1/Men/1987 tentang
Perlindungan bagi Anak yang Terpaksa Bekerja. Peraturan ini masih ada dan
digunakan sebagai acuan bagi mercka yang tidak mengetahui  peraturan
perundang-undangan yang baru secara baik. Peraturan menten  ini
memperbolelkan mempekerjakan anak di bawah usia 14 tahun yang terpaksa
bekerja karena alasan ckonomi. Alasan untuk memberlakukan peraturan ini
adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja anak di bawah usia
dengan cara mengatur pekerjaan mereka dan mengawasi mereka. Namun,

karena terbatasnya sistem pengawasan dan faktor lamnya membuat pekerja
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anak disahkan untuk bekerja pada usia yang sangat muda tanpa dapal
memberikan perlindungan khusus yang cukup bagi mereka.

Sebagai perbaikan peraturan  di  atas telah dikelnarkan peraturan
perundang-undangan yang merupakan hasil ratifikasi Konvensi [LO. Peraturan
tersebut antara lain -

a. Ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 Dalam
Konvensi Hak Anak yang mengatur tentang anak vang dicksploitasi secara
ekonomi terdapat pada pasal 32 ayat (1), selengkapnya berbunyi, "Negara-
negara peseria mengakui hak anak unuk dilindung: terhadap eksplottas
ekonomi  dan terhadap  pelaksanaan setiap  pekerfaan yang  munghin
berbahaya atau menggangegu pendidikan anak. ataw merugtkan kesehatan
anak atau perkembangan fisik, mental spiritual, moral atau sosial anak"

h. Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO No, 138,

mengenal usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
Undang-undang ini selengkapnya berbunyi “fntuk pekerjaan-pekeriaan vang
membahayakan keseheatan, keselamatan, ataw moral anak harus diupayakan
lidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun, kecuall untuk pekerjaan
ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tatmun'" Undang-undang inj
dilengkapi dengan adanya rekomendasi 1.0 No, 146. di mina rekomendasi inj
adalah perangkat internasional yang paling lengkap dalam upaya penghapusan
Pekerja Anak Di dalamnya diusulkan perbaikan kebijakan dan pembuatan
peraturan nasional dalam penghapusan pekerja anak.

¢. Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang ratifikasi Konvensi ILO No. 182
Konvensi 1LO mengenat  bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak,
Undang-undang ini berbunyi ;

Pasal 3

Dalam  Konvensi imi,  istilah “bentuk-bentuk pekerjaan  untuk  anak”

mengandung pengertian - .

a. Segala bentuk perbudakan atau prakiek-prakick sejenis perbudakan,
Seperti penjualan  dan perdagangan  anak-anak, kerja Hon (aebt

boundage), dan penghambaan sertg kerja paksa  atau wajih kerja,
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termasuk pengerahan  anak-anak secara paksa  atau wajih  uniuk
dimanfaatkan dalam kanflik bersenjata;

b.  Pemanfaatan, penvediaan atan penawaran anak wntik pelacuran, untuk
produksi pornografi, atau untuk pertumukan-pertunjukan porna;

¢ Pemanfaatan, penvediaan atau penawaran anak uniuk kegiatan haram,
khususnya untuk produkst dan perdagangan obat-obatan sebaeaimanda
diatur dalam perjanjian imernasional yang relevan;

d. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan
dapat membahayvakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anatk.
Undang-undang ini dilengkapi dengan adanya Rekomendasi [LO No, 190
Rekomendasi ini berisi tentang perfunya tindakan segera untuk penghapusan
bentuk-bentuk pekerjaan yang berdampak buruk pada fisik, moral, atau mental
anak-anak. Mereka harus dilindungi dari bentuk-bentuk pekerjaan yang
ekstrim untuk anak. Mereka tidak bisa menunggu sampai fasilitas pendidikan
untuk mereka selesai dikembangkan ataupun perubahan besar di bidang sosial
dan ekonom terjadi. Dengan meratifikasi Konvensi 1LO No. 182, melalw
pengesahan Undang-undang No, 1/2000 pada bulan Maret 2000, pemenntah

Indonesia secara resmi terikat untuk segera mengambil tindakan
. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang
tertuang dalam beberapa pasal, sebagai berikut -
Pasal 13
(1) Setiap anak selama dalam pengawasan orang tua, wali atau pihak lam
manapun yang hertanggung jawab aias pengasuhan berhak mendapatkan
perlindungan dari perlakuan :
a. diskriminasi,
b. penelantaran,
¢ eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
e. kelidakadilan,
I perlakuan salah lainnya.
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(2) Dalam hal orang ta, wali dan pengasuh anak melakidan segala bentuk
periakuan sebagaimana dimaksud dalam aval (1} maka pelaku dikenakan

pemberatan hukumean.

Pasal 49
Pemerintalh wapth menvelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan (9)

tatuan umink semua anak.

Pasal 56
(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan Perawatan wayih
mengupayakan dan membantu anak agar anak dapar :
a. berpartisipasi,
bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurant
dan agamanya,
. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai tahapan usia dan
perkembangean anak,
d  bebas berserikat dan berkumpud,
e.  bebas beristirahat, hermain, berkreasi, berekreasi, dan herkarva seni
budava,
I memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat dan keschatan,
(2) Upayva sehagaimana dimaksud  dalam avat (1) dikembangkan dan
disesuaikan dengan wsta, tingkat kemampuan anak dan lingkungan agar

tidak menghambat dan menggangeu perkembangan anak.

Pasal 59

Pemerntah  dan lembaga  Negara lainnva berkewajiban  dan
bertanggungiawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak
dalam sttuasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari
kelompok minoritas dan terisolasi, anak lereksploitasi secara ekonomi dan
atau scksual, anak yang diperdagangkan, anak vang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adikuf lairnva
(NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban
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kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacal, dan anak

korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 66

(1) Perlindungan khusus bagt anak yang dieksplontasi secara ekonomi dan
atau  seksual  sebagaimana  dimakvud  dedam pasal 39 merupakan
kewagiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(4) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud
dalam avat (1) dilakikan melalui -

a. penvebaran dan atau sosialisasi ketemuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual,

b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi,

¢. pelihatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikaf pekerja,
lembaga swadaya masyarakai, dan masyarakar dalam penghapusan
eksplottast anak-anak secara ekonomi dan atau seksual.

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turui seria melakukan  eksploitasi rerhadap  anak
sebapaimana dimaksud pada ayat (1)

Pada bulan Maret 2003, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan

baru tentang ketenagakerjaan, yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

Dalam Undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang

keberadaan buruh anak, khususnya yang tertuang dalam Bab X tentang

Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahterasn, Bagian kesatu, Paragraf 2

tentang Anak, Pasal-pasal ini antara lain :

Pasal 68

Pengusaha ditarang mempekerjakan anak.

Pasal 69
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan

bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) teahun sampai dengan 15
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(lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak
mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sehagai-
mana dimaksud dalam avat (1) harus memenuhi persvaratan:
a. izin lertulis dart orang tua atan wali;
b, perjanjian kerja antara pengusaha dengan arang tua ataw walr;
. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggn waktu sekolah;
¢. keselamatan dan kesehatan kerja;
I adanya hubungan kerja yang jelas; dan menerime upah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,
(3} Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam avat (2) huruf a, b, f, dan
dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 70

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerfa yang merupakan bagian
dart kurikulum pendidikan ataw pelatihan yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang.

(2) Anak sehagaimana dimaksud dalam avat (1) paling sedikit berumur 14
fempat belas) takmm.

(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam a yval (1) dapat difakukan dengan
Sparat:
a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan seérta

himbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan

b, diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71

(1) Anak dapat melakukan pekerfaan untuk mengembangkan hakeat dan
miinatna.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sehagaimana dimaksud dalam
avat (1) wajib memenuhi svarat:

a. di bawah pengawasan langsung dari arang tua ataw wali;
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b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari: dan
¢ kondist dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fistk,
mental, sosial, dan waktu sekolah.
(4) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan
minat sebagaimana dimaksud dalam avar (1) dan ayat () diatur dengan

Keputusan Menteri,

Pasal 72

Dalam  hal  anak  dipekerjakan  bersama-sama dengan pekeria buruh
dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja
pekerja buruh dewasa.

Pasal 73
Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat ketja, kecuali dapat
dibukiikan sebalilona.

Pasal 74

(1) Stapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-
pekerjaan yang terburuk.

(2} Pekerjaan-pekerjaan yang fterburuk yang dimaksud dalam avar (1)

meliput .

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

b. segala  pekerjuan yang memanfaatkan, menvediakan, atau
menawarkan anak uniuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan
porno, atau perjudian;

¢. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan
anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif tainnva; danatau

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau

maoral anak,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(3) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahavakan kesehatan, keselamatan. aian
moral anak sebagaimana dimaksud dalam avat (2) huruf o ditetapkan

dengan Keputusan Menteri,

Pasal 75

(1) Pemerimtah herkewajihan melakukan upayva penanggulangan anak yang
bekerja di fuar hubungan kerja.

(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah,

2.3. Landasan Teori
2.3.1. Pengertian Buruh Pada Umumnya dan Buruh Anak
2.3.1.1. Pengertian Buruh

Pengggunaan istilah pekerja, buruh, pegawai, karyawan ataupun tenaga
kerja. merupakan soal permufakatan (afspraak) belaka, Seperti istilah “pekerja”
dimaksudkan pada setiap orang vang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan-
kerja maupun di luar hubungan-kerja yang secara kurang tepal oleh sementara
orang disebut buruh-bebas. “Karyawan™ adalah orang yang melakukan karya
“Tenaga kerja” yaitu sctiap orang vang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat (UU No. 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan).
Istilah buruh pada zaman feodal hanya digunakan untuk orang yang melakukan
pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar, seperti kuli, tukang, mandor, dan lain-lain.
Di dumia barat disebut “biue collar”, sedangkan orang yvang melakukan pekerjaan
“halus™ terutama yang berpangkat Belanda atau privayi disebut “white collar”
(employee).

Scbenamya Plato secara sadar sudah merintis jalan ke arah pengotakan
manusia, beliau membagi manusia atas the men of gold, the men of silver dan
the men of copper itu. Yang kedudukannya setingkat dengan kaum buruh
sekarang, menurut konsepsi Plato, adalah the men af copper itu (Nico Ngani,
1997; 155).
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Menurut penganut aliran Sociological Jurisprudence mengatakan. balwa
para penyusun Undang-undang Perburuhan di Indonesia sama sekali tudak
terbebas dan pengaruh-pengaruh konsep Barat tersebut. Satu contoh yang jelas
terjadi misalnya pada disungs: yang dilekatkan pada istlah buruh dan pegawa,
Buruh dalam konteks Hukwm Perburuhan di Indonesta, tidak mencakup pegawai
negeri. Secara teknis, pegawai negeni pada hakekatnya adalall buruh, karena ia
bekerja pada orang lam (negara), dengan menerima upah. Secara yuridis politis,
pegawal negeri bukanlah buruh, dan alian ini mengakui, dalam kenyataannya
memang ada perbedaan-perbedaan yang mencolok antara pegawai dan buruh.

Seperti yang telah Kita singgung di atas, walaupun istilah buruh dan lain-
lainnya merupakan permufakatan, dan aliran Sociological Jurisprudence tersebut
menolak adanya kesamaan antara buruh dan pegawai, namun dalam perundang-
undangan kita banyak mengunakan istilah “burub”. Contohnya :

2 Undang-undang No. 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan. menganggap sebagai
buruh juga para magang, murid, dan sebagainya yang melakukan pekerjamn
pada perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan.

b. Undang-undang No. 12 Tahun 1948 tentang Kerja, meskipun tidak sccara
tegas merumuskan apakah atau siapakah yang dimaksud dengan buruh, namun
dapat ditarik kesimpulan bahwa buruh adalah seorang vang menjalankan
pekerjaan untuk majikan dalam hubungan-kerja dengan menerima upah.

¢. Undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan, yang berbunyi “Buruh adalah barangsiapa bekerja pada majikan
dengan menerima upah"'.

d. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merumuskan
bahwa yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendini maupun untuk masyarakat,

Buruh dalam penulisan skripsi int mempunyai arti sangat penting, Karena
selama i masyarakat selalu memandang secara negatif terhadap keberadaannya.
Secara kontekstual pengertian buruh 1tu adalah orang yang bekerja pada orane lain
(majikan), melakukan aktifitas, ada jam kerja, dan mendapatkan upah. Dilihat dari
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arfi kata tersebut. makna buruh dan karvawan ada kesamaan. namun hila kita lebih
Jauh memilai, keberadaan buruh masih jauh di bawah keberadaan karyawan, di
mana karyawan secara jelas dan nyata lebih dilindungi keberadaannya.
Masyarakat lebih menpakui keberadaan karvawan daripada buruh. Buruh di mata
masyarakat, dalam pengakuan nilai-nilai kemanusiaannya, sangat rendal.
Misalnya, karyawan vang bekerja pada suatu perusahaan tertentu pastl jaminan
hukumnya sangat jelas, kedudukannva akan dilmdungi secara hukum dan bila
karyawan tersebut dilanggar hak-haknva akan lebih mudah dalam proses
hukumnya, namun bila yang dilanggar hak-hak buruh, majikan selalu terlihat
masa bodoh dan mereka (majikan) akan mencari lagi buruh yang lain, yang mau
bekerja tanpa adanya tuntutan terhadap hak-haknya, walaupun kedudukan buruh
telah diatur dalam undang-undang perburuhan yang ada. Hal lain lag, masvarakat
selalu memandang rendah pekerjaan buruh, masyarakal menilai buruh adalah
pekerjaan  kelas bawah dan memang harus diperlakukan kasar (dibentak,
dilecehkan, dipukul, dan lain-lain). Berbeda dengan karyawan (pegawai),
masyarakat sclalu memandang bahwa karyawan lebih baik bargaining position-
nya (posisi tawar), karyawan akan selalu mempunyai nilai tambah.

Sulit memang bila kita hanya mendefinisikan tentang buruh secara
konseptual, karena pengertian buruh tidak ada bedanya dengan pengertian
karyawan pada umumnva, namun, bila kita memaknakan definisi buruh lebih
mendalam lagi, maka kita akan lebih dapat memahami, bahwa buruh khususnya di
Indonesia, mempunyai posisi vang sangal buruk bila dibandingkan dengan
karyawan. Buruh tidak mempunyai akses dalam perusahaan, kecuali bekerja dan
menurut pada aturan perusahaan. Buruh juga tidak akan mempunyai kewenangan
penuh dalam suatu perusahaan.

Secara operasional di lapangan, yang di maksud dengan buruh adalah
sescorang  yang melakukan akiifitas pekerjaan sesuai dengan perintah yang
diberikan oleh pihak perusahaan ataupun pihak majikan, baik waktu maupun
target hasil pekerjaan, tanpa adanya perjanjian secara tertulis, dan menerima upah.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.3.1.2. Pengertian Buruh Anak

Pemahaman berbagai kalangan masyarakar di dalam memberikan
pengertian tentang buruh anak adalah mayoritas hampir sama, yaitu buruh anak
adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya,
untuk orang lain, atau untuk dirinva sendiri. yang membutuhkan sejumlah besar
waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Ada Juga yang mengatakan bahwa
buruh anak itu adalah penduduk yang berumur 10 (sepuluh) sampai 14 (empat
belas) tahun yang melakukan kepiatan untuk memperoleh pendapatan atau
penghasilan minimal | jam dalam seminggu.

Menurut Annuradha Vittachi, pengertian pekerja anak tidak dispesifikasi
melalui batasan usia melainkan pemahaman pekerja anak tersebut sangat
penting diperhitungkan dalam industri kecil Anak-anak akan lebih banyak
ditemukan dalam bentuk-bentuk produksi manufaktur yang didesentralisir dan
tidak mandiri, seperti bengkel-bengkel kecil subkontrak dan putting oul yang
berbasis di rumah (White dan Tjandraningsih, 1992),

Dalam literature buruh anak pada prinsipnya ada tiga bentuk keterlibatan

kerja anak-anak dan bermacam-macam vanasinya, Bentuk-bentuk terscbut

antara lain :

4. Anak-anak yang bekerja membantu orang tua
Bentuk pekerjaan anak ini adalah bentuk yang paling umum, di mana
faktor sosial-kultural sering mendasari bentuk pekerjaan ini. Dalam sebuah
peneliian menunjukkan bahwa dalam skala yang lebih luas, peran anak
selalu dikaitkan dengan nilai anak, yang dipengaruhi bermacam-macam
alasan mempunyai anak. Implikasinya, orang tua menganggap bahwa
melahirkan anak merupakan salah satu cara untuk menambah tenaga kerja
keluarga.

b. Anak-anak yang bekerja dengan status magang atau belajar sambil bekerja
Dalam konteks magang ini, seringkali dianggap scbagar suatu proses
sosialisasi yang didasarkan pada suatu cara atau mekanisme learning by
doing (belajar sambil bekerja). Jangka waktu pelaksanaan magang ini
sangat bervariatif, namun pada umumnya jangka waktu untuk tenaga
magang mi relatif lebih lama dari wakiu yang dibutuhkan, seperti yang
telah dibuktikan oleh penelitian magang anak-anak  Dalam hal ini
cksploitasi muncul, karena mereka bekerja seperti buruh pada umumnya.
tetapi menerima imbalan jauh lebih kecil. Dalam kaitannya dengan kondisi
Kerja, magang sebenarnya merupakan perburulian terselubung vang lazim
disebut psewdo apprenticeship.

. Anak-anak yang bekerja sebagai buruh
Dalam bentuk ini tenaga anak-anak terikat dalam hubungan kerja buruh-
majikan. Artinya, anak-anak berburuh pada orang lain (bukan kelvarga
atau kerabat) dan menerima upah dalam bentuk uang baik yang bersifat
harian maupun yang bersifat borongan. Dalam hal fasilitas pekerjaan,
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mereka (buruh anak) akan mendapatkan hal yang sama dengan buruh

dewasa, namun khusus dalam hal upah, seringkali jumlah yang mereka

terima jauh lebih kecil dari upah buruh dewasa (Dedy Harvadi & Indrasari
Tjandraningsth, 1993; 8-9),

Secara operasional di lapangan, pengertian buruh anak adalah seorang

anak yang melakukan aktifitas pekerjaan yang sesuai dengan perintah pihak

perusahaan maupun pihak majikan, tanpa melakukan perjanjian secara tertulis,

dan menerima upah.

2.3.2. Pemahaman Berbagai Sudut Pandang tentang Anak
2.3.2.1. Anak menurut Kultur atau Budaya

Tidak ada ketentuan vang pasti antara budaya vang satu dengan budava
yang lain tentang batasan anak. Di dalam hukum adat tidak dijumpai batas umur
yang diberikan terhadap anak di bawah umur Kecakapan bersikap tindak atau
perilaku dalam hukum adat itu ada, apabila yang bersangkutan telah dewasa

Menurut Ter Haar, pengertian dewasa dalam hukum adat adalah :

“Pada saat pria atau wanita menikah dan memisattkan dari rumah tangga
arang fwanya ataw mertwanya, dan mempelal tadi mempunyvai rumal rangga
vang berdiri sendiri”, Kembali Ter Haar menyatakan bahwa "Keaduan
berhenti sehagai anak yang tergantung hepada orang tua merupakan saat
berakhirnya masa belum dewasa menurut adat; hukan lagi saat

menikah™ (Konvensi, Edisi | / Mei, 1997; 21).

Masalah kedewasaan seseorang menurut  hukum adat  seringkali
lergantung pada penilaian masyarakat setempat. Misalnya anak yang kehilangan
Orang tuanya, urusan mengatur rumah tangpa diserahkan pada anak ftertua laki-
laki, walaupun anak tersebut belum memkah. Ada juga di mana seorang gadis
vang melanjutkan sckolah sampai perguruan tingg dan kemudian bekerja tetapi
belum menikah, apakah belum dianggap dewasa, schingga belum cakap bersikap
tindak atau perilaku hukum.

Soepomo dalam bukunya Adat Privaar recht Ven West Java, menyatakan

bahwa seseorang dianggap dewasa diukur dari sepi

a. dapat bekerja sendiri (mandiri),

b. cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan
bermasyarakat dan bertanggung jawab,
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¢. dapat mengurus harta kekayaannva sendiri.
(Bulettin Konvens: Edisi [ / Mei, 1997; 22),

2.3.2.2. Anak menurut Hukum atau Perundang-undangan
Pengerttan anak menurut hukum atau perundang-undangan vang berlaku
di Indonesia antara vang saty dengan yang lam tidak sama. Di dalam hukum
perdata (K U H. Perdata), pasal 330 ayat (1) menyebutkan “Segala orang vang
belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin®
Di dalam Stb. 1931 No. 54 (Ordonansi 31 lanuari 1931) yaitu penentuan
tentang arti istilah, “belum dewasg™ yang dipergunakan dalam beberapa peraturan
perundang-undangan terhadap penduduk Indonesia ditentukan scbagai berikut
a.  Bila peraturan perundang-undangan mengemudakan istitah helim dewasa
maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudian
semua arang vang belum genap 21 tahun dan vang sehelumnya tidak pernal
kerwin.

b.  Bita perkawinan dibubarkan sebelum mereka herumur 21 tahun maka mereke
tidak kembali berstatus belum dewasa

¢ Dalam pengertian perkawinan tideak termasuk perkawinan anak-anak.

Di dalam hukum pidana (KU1, Pidana). pasal 40 menyebutkan “Jita
seorang di bawah umur enam belas (16) 1ahun mempunyal, memasukkan, atau
mengangkut  harang-bharang dengan  melangear  aturan-aturan mengenai
penghasitan  dan  persewaan hegdra, aturan-aturan mengenal  pengawasan
pelavaran di bagian-bagian Indonesia yang lertemtu, alaw  aturan-aturan
mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan dan meneruskan pengangkutan
harang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-
harang i, juga dalam hai vang bhersalah diserahkan kembali kepada orang
twanya, walinva atau pemeltharanva tanpa pidana apapun”, Jadi, hukum pidana
mengakui anak adalah orang yang berusia di bawah 16 tahun. Hal i Juga
terangkum dalam pasal 45, 46, dan 47.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, tidak secara
langsung mengatur tentang masalah ukuran Kapan seseorang digolongkan anak.,
tetapi tersirat dalam  syarat-svarat perkawinan. Dalam pasal 6 avat {2}
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menyebutkan " Untuk mefangsungkan perkawinan seorang yvang belum mencapar
umir 24 (dua pulnh satu) tahun harus mendapat 1zin kedua orang tua”. Dalam
pasal 7 avat (1) menyebutkan " Perkawiman hanva diizinkan fika prhak pria sudah
mencapat umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah menceapea
timur 16 (enam belas) tahun”. Pasal 47 avat (1) menyebutkan “Anak vang belum
mencapar wnur I8 (delapan belas) talun atau belum pernah melangsunghkan
perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanva selama mereka tidak dicabut
dari kekuasaannva”,

Dalam Undang-undang Ketenaga-kerjaan vang baru, Undang-undang
No. 13 Tahun 2003, juga mengatur tentang anak. Hal ini tertuang dalam Bab |
Ketentuan Umum, pasal 1, nomor 26, Di mana pengertian anak dalam tndang-
undang ini adalah "Setiap orane vang berumur dibawah 18 fdelapan belas)
fahun".

Yurisprudensi Mahkamah Agung pernah memberikan batasan umur pada
anak. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 53 K/Sip/1952, tanggal 1 Jum 1952,
menyebutkan bahwa “Umur 13 (lima belas) tahun telah dianggap dewasa untuk
perkara pidana di daerah Bali™. Juga dalam putusan Mahkamah Apung No. 601
R/Sip/ 1976, tanggal 18 September 2002, menyebutkan bahwa “Umur 20 felucy

pului) tahun telah dianggap dewasa unik perkara di daerah Jakarta ™,

2.3.2.3. Anak menurut Agama

Secara umum agama di Indonesia memandang pengertian anak adalah
sescorang vang belum berfungsi alat reproduksinya (dalam Islam disebut Baligh).
Kondisi baligh bagi seseorang tidak dapat ditentukan patokan usianya, karena
patokan usia tersebut bisa diawali masa balig/mya, yaitu pada usia 9 tahun bagi
perempuan dan 13 tahun bagi laki-laki.

Dalam Islam, hukum bagi anak kecil itu tetap berlaku sampar anak i
dewasa. Dalam hal inilah yang dimaksud firman Allah S.W.T -

“Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu, sampai mereka cukup unur
untuk mentkah. Kemudian, jika kamu berpendapat bahwa mercka sudah
cerdas, sudah pandai memelihara harta maka hendaklah kamyu serahikan
kepada mereka itu harta-hartanya”, (().S. An Nisa : 6).
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Bila menyimak Konvensi Hak Anak, vang memberi peluang masimg-masing
Negara menerapkan aturan sesuai dengan undang-undangnya masing-masing,
maka akan sulit bagi Indonesia untuk mencari standart tersebut sebab undang-
undang di Indonesia tentang anak tidak konsisten dalam menentukan standart usia,

Hal sebagaimana tergambarkan di atas.
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KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

a. Secara hukum sudah ada perlindungan bagi buruh anak, meskipun belum
efektif berjalan, dan banyak mengandung kelemahan.

b. Secara sosiologis keberadaan buruh anak tidak kondusit, baik untuk anak itu
sendiri (misalnya rentan terhadap perilaku ketidakadilan), maupun tidak
kondusif bagi orang dewasa sebab pengambilan peluang lapangan kerja,
sedangkan secara umum akan terjadi kemandegan generasi dengan
terhambatnya anak untuk mendapatkan kesempatan tumbuh kembang secara
wajar.

¢. Undang-undang dalam realisasinya tidak efektif sebab belum mampu meng-
cover permasalahan, sebab yang membuat kurang mempunyai kepekaan
hukum, khususnya kepekaan terhadap permasalahan anak.

d. Undang-undang tidak efektif untuk diimplementasikan, sebab sering masih
bersandar pada peraturan di bawahnya Sedangkan peraturan di bawahnya
sering tidak dibuat atau sangat lama pembuatannya.

¢ Undang-undang tenaga kerja yang ada sckarang ini, antara pasal yang satu
dengan pasal yang lain, saling overlapping (tumpang tindih), Sehingga di sini
rawan terjadinya fnkonsistensi terhadap pelaksanaan undang-undang itu

sendir,

4.2. Saran

a. Jadi perlu ada i'tikat baik atau upava di luar hukum yang mendukung
pemecahan persoalan buruh anak, misalnya dengan melalui pendekatan sosial
dan kultural. Dengan tetap berpandangan bahwa pendekatan sosial dan
kultural tersebut tidak menciptakan ambivalensi pandangan terhadap buruh
anak, sehingga kembali dapat mengaburkan kepastian hukum.

56
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Khuesusnya dan sisi pendekatan hukum, harus segera dibenalu konsistensinya
selinpea ada kepastian hukum vang menjadi landasan terhadap perlindungan
lak-hak anak. |
Bag ilmuwan atau praktisi hukum dibarapkan lebih independent dalam
membuat analisis hukum, sehingga tidak ditunggangi maupun bersandar pada
kepentingan politik dan ckonami.

Undang-undang Pedindungan Anak yang telah disahkan diharapkan mampu
menjadi semangat untuk membenkan perlindungan hukum terhadap hak-hak
anak vyang di dalamnyva terdapat buruh anak, meskipun Undang-undang
Perlindungan Anak tersebut masih terdapat kekurangan dan kelemahannya.
Undang-undang Ketenaga-kerjaan yang ada semestinya konsisten dengan is1
dari Undang-undang Perlindungan Anak, sebab menurut sistem perundang-
undangan yang ada, persturan yang kemudian mengikuli peraturan
sebelumnya. Selain itu prinsip umum perlindungan anak sudah dimangkan
dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Untuk lebih menguatkan dari sisi hukum perlindungan hak anak, Konvensi
Hak Anak yang masih diatifikast melalut Keppres, semestinya lebih

ditingkatkan ratifikas: tersebut melalu Undang-undang,

— T T ST T LD A R e &m‘j
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Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat
The Foundation for Inisiative Grassroots Self Reluance

Kantor : J1. Mujaher no. | Sukorambi Jember, 68151  Surar - Giriya Mangli Indah DF-28
Jember, 68136 Telp/Fax | 0331 —483748 E-mail - yprakarsa@@lhotmail.com

SURAT KETERANGAN
No r 35 YUSXIL/ 2002

Dengan ini Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM), menerangkan

bahwa personal di bawal ini ;

Nama : Denny Agung Primanis Sulistyo
NIM 1960710101150

Jur/Prog. :Hmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas Jember
Telah melakukan penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN BURUH
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBURUHAN (Studi pada
Sektor Agroindustri Tembakau Jember), di lokasi dampingan YPSM pada
bulan Agustus — Nopember 2002,

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 Desember 2002

Elolk Mahbubah
Dircktud Eksekutuf
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Lampiran 2

Kuisoner Penelitian Karya Ilmiah

“PERLINDUNGAN BURUH ANAK

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBURUHAN
(Studi pada Sektor Agroindustri Tembakau J ember)

Lokasi : Ajung, Jenggawah, Sukorambi

Informasi Karalkteristik Analk :

Nama |
Tempat/tgl, lahir
Jenis Kelamin
Agama
Suku Bangsa
Nama Orang tua
a. ayah
b. ibu
7. Pendidikan Orang tua
a, ayah
b. ibu
8. Pekerjaan Orang tua
a. ayah
b. ibu :
9. Saat ini tinggal dengan orang tua Kandung :
a.ya b. tidak
10. Jika tidak dengan orang tua kandung, sekarang tinggal dengan siapa :
a. Paman/bibi/kakek/nenek
b. kakak/saudara sepupu
¢. majikan
d. teman
e. rumah singgzh
L lainnvas: . T

WH R S e

11. Pendidikan terakhir
a. 1ak pernah sekolah
b. pernah tapi tidak sekolah lagi
c. masih sekolah
12. Mengapa tidak pernah atau tidak sekolah lagi 7

I3. Bagi yang masih dan pernah sekolah pendidikan formal tertinggi
a. 8D Kelas ........ b. Tamat SD
¢. SMP Kelas........ d. Tamat SMP
e. SMA Kelas ........ f. Tamat SMA
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Lampiran 2

Informasi Pekerjaan Anak (sektor perkebunan)

L s el P o=

10.
I

1.

13

Kapan pertama kali bekerja 7
Pekerjaan yang pernah dilakukan selain di perkebunan yang menerima upah ?
Tugas apa yang dilakukan saat bekerja 7
Proses rekrutment (awal masuk) bagaimana ?
Kondisi Kerja :

a. lempat kerja

b. penerangan

c. udara/ventilasi :

d. toilet/kamar kecil :

Status anak dalam pekerjaan tersebut :

a. pekerja tetap

b. pekerjaan harian

c. mingguan

d. bulanan

e. borongan

f. pekerja lepas

g membantu orang tua

Lama kerja :

Beiverannseesrenss JAIE pRL har

Buciivisiiinnns, hati per minggu

Pekerjaan dilakukan pada waktu :

a, pagi (pukul........... 21 S, )
b, siang  (pukul........... s RO )

¢. malam (pukul........... L SR I )

d. sepanjang hari

Penghasilan perhari ;

B DRI i rvereresgeare

Apakah pernah mengalami kecelakaan kerja 7
Apakah dalam pekerjaan tersebut menggunakan pelindung keselamatan, bila
tidak beri alasannya ?

Apakah anak-anak pernah mengalami perlakuan "tidak senonoh™ dari mbok,
mandor, atasan lainnya 7
Akfifitas anak selain bekerja :

Good Luck

Medio Agustus — Nopember 2002
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Lampiran 3
DATA ANAK
Klompangan, Sukoram bi, Jenggawah
No Nama Umur Pendidikan Alamat
(tahun)
1 Faisol 13 6 SD Jenggawah
2 Anang Arista 17 Tamat SD Jenggawah
3 Linda Putri 17 Tidak sekolah Jenggawah
4 lda 12 I MTs Jengpawah
5 Qoyyimah 15 Tamat SD Jenggawah
6 Suhartini 13 6 SD Jenggawah
7 Astutik 17 IT SMK Jenggawah
8 Zainal Abidin 13 I1 MTs Jenggawah
9 Zainuri 13 II MTs Jenggawah
10 | Holivel 12 6 SD Jenggawah
1] Maulidah 13 I MTs Jenggawah
12 | Naima 13 6 SD Jenggawah
13 | Achmad Saifj 17 [ SMK Jenggawah
14 | Murasis 17 SMU Jenggawah
15 | Abdus Salam IIMAN lenggawah
16 | Sugianto 14 Tidak sekolah Sukorambi
17 | Nur Asisah 15 tidak sekolah Sukorambi
18 | Muryati 15 Tidak sekolah Sukorambi
19 | Siti rosida 14 Tidak sekolah Sukorambi
20 | Masriya 16 Tidak sekolah Sukorambi
21 | Sitisoleha B 13 Tidak sekolah Sukorambi
22 | Ariningsih 17 Tamat SD Sukorambi
23 | Diana kholidah 15 Tamat SD Sukorambi
24 | Irvina 14 Tamat SD Sukorambi
25 | Sariya 14 Tamat SD Sukorambi
26 | A. Kadir 17 I MAN Sukorambi
27 | Risa umami 15 Tamat SD Sukorambi 2
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Lampiran 3

Dodik
Antonio
Irvan

Agus
Sakdivah
Haryanto
Ases widodo
Samsul hadi
Jumani
Nanik
Sumivati
Indah

Ema puji
Siti maulida
Nanang
Safari

Erna
Khusnul hotimah
Ayu

Fina

Yanti

Fitri

Siti munawaroh

1
18
15
15
14
16
14
17
15
18
18
16
15
14
15
15
15
16
14
15
16
15
15

I SMTP
Tidak sekolah
11 SMP
1 SMP
Tidak sekolah
Tidak sekolah
Tidak sekolah
Tidak sekolah
Tidak sekolah
Tidak sekolah
Tidak sekolah
I*;iTs. Klompangan
Tidak sekolah
Tidak sekolah
Tamat 8D
Tidak tamat SMP
Tidak tamat SMP
Tidak sekolah
Tidak Tamat SMP
SMP 2 Ajung
SMP 2 Ajung
SMP 2 Ajung
SMP 2 Ajung

Klompangan
Klompangan
Klompangan
Klompangan
Klompangan
Klompangan i
Klompangan
Klompangan
Klompangan
Klompangan
Klompangan
Klompangan
Klompangan
Klompangan
Klompangan
Klompangan
Klompangan
Klompangan
Klompangan
Klompangan
Klompangan
Klompangan

Klompangan
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Dampiran 4
Biodata Penulis 0 TATRITRE v
Nama : DENNY AGUNG PRIMANIS SULISTYO
Jenis Kelamin - Laki-laki
Tempat/tanggal lahir - Jember, 19 Apustus 1977
Alamat -JI. Darmawangsa 212, Kaliwining — Rambipuji,

(0331) 711632 — Hp : 08155929245

engalaman Pendidikan Formal :

TK Al-Furgon Jember, lulus tahun 1985;

SD Negeri Rambijaya — Rambipuiji, lulus tahun 1991;
SMP Negeri 1 Rambipuji, lulus tahun 1993;

SMA Negeri 1 Jember, lulus tahun 1996.

B

Pengalaman Organisasi :

OSIS SMAN 1 Jember 1995-1996;

Dewan Eksekutif YPSM 2002 sampai sekarang;

Melakukan Program Pemberdayaan Anak, YPSM — UNICEF, 2001;
Melakukan Program Kesehatan Reproduksi untuk Pekerja Anak, YPSM —
FORD FOUNDATION, 2001

Surveyor (tenaga lapangan) Penelitian Perlawanan olch Buruh Anak, YPSM,
2002,

6. Surveyor (tenaga lapangan) Peneclitian Buruh Anak dalam Perspektif’ Post
Kolomal, YPSM, 2002:

7. Dewan Redaksi Tabloid "SudKa™ (Suara Anak-anak Merdeka), YPSM, 2001-
2002;

8. Dewan Redaksi Tabloid "Sal/BuD" (Saling Bicara untuk Demokrasi), YPSM —
CSSP, 2003;

9. Evaluator Program Anak, YPSM — TdH Belanda, 2003 sampai sckarang;

10, Community Organizer (C.0,) Pemberdayaan Civil Society bersama BPD se-
Kabupaten Jember, YPSM — CSSP Jawa Timur, 2002-2003:

11. Sterring Commite (SC) MUSDA 1 BPD se-Kabupaten Jember, Juli 2003,
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